






A. Pengertian Tindak Pidana  
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana  
Pengertian Tindak Pidana  
Seperti yang kita tahu bahwasanya pengertian dari tindak pidana 
merupakan suatu istilah yang mana istilah tersebut awal mulanya berawal dari 
bahasa terjemahan dari kata strafbaarfeit dalam bahasa belanda. Yang mana 
kata strafbaarfeit itu sendiri kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. 
Dan didalam bahasa Indonesia itu sendiri kata strafbaarfeit dapat di artikan 
suatu Tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Beberapa istilah yang digunakan 
dalam Undang-Undang tersebut antara lain1: 
1) Peristiwa pidana, istilah ini di antara lain digunakan dalam undang-
undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.  
2) Perbuatan pidana istilah ini di gunakan dalam undang-undang nomor 1 
tahun 1951 tentang Tindakan Semetara untuk menyelenggarakan 
kesatuan susunan kekuasaan dan acara mengadilan sipil.  
3) Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum, istilah ini digunakan dalam 
undang-undang darurat nomor 2 tahun 1951 tentang perubahan 
Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen. 
Secara doctrinal dalam hukum pidana hanya dikenal adanya dua 
pandangan tentang perbuatan hukum pidana, pandangan monistis dan 
pandangan dualistis. Yang dimaksud pandangan monistis adalah suatu 
 





pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu 
kesemuannya merupakan sifat dari perbuatan, dari pandangan ini kita bisa 
melihat prinsip-prinsip pemahaman, bahwasanya didalam sebuah pengertian 
tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatanperbuatan yang sudah 
dilarang dan adanya pertanggung jawaban tindak pidana atau kesalahan yang 
telah di perbuat. Penulis mengutip beberapa pengertian dari para ahli hukum 
antara lain:  
1. D. Simons 
Menurut D.Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyakan sebafai 
suatu tindakan yang dapat dihukum.  
2. J. Bauman 
Menurut J. Bauman, perbuatan atau tinndak pidana adalah perbuatan 
yang memenuji rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan.  
3. Wiryono Prodjodikoro 
Menurut Wiryono, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenaan pidana.  
 
Selain pandangan monistis ada juga pandangan dualistic, yang mana 
pengertian dari pandangan dualistic sangat berbeda dengan pandangan 
monistick. Menurut pandangan dualistic ini tindak pidana hanya mencakup 
criminal act dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. 
Menurut pandangan dualistic untuk adanya suatu tindak pidana tidak cukup 
apabila hanya telah terjadi tindak pidana. Tetapi di persyaratkan juga adanya 
keslahan atau pertanggungjawaban tindak pidana.   
Penulis disini juga mengutip dari beberapa ahli hukum yang mana 
akan memberikan beberapa gambaran tentang bagaimana pandagan-






1. Pompe  
Menurut pompe dalam hukum positif stafbaarfeit tidak lain adalah 
feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-
undang. Dan menurut pompe didalam hukum positif itu sifat yang 
melawan hukum dan kesalahan menurutnya bukanlah syarat yang 
mutlak untuk melihat apakah ada sebuah kejadian tindak pidana. 
2. Moeljatno  
Menurut Moeljatno, sebuah perbuatan pidana adala perbuatan yang 
diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan 
tersebut. 
 
Kedua pandangan ini, baik pandangan monistis atau padangan dualistic 
Sebenarnya apabila dikaitkan dengan syarat pidana atau syarat penjatuhan 
pidana, kedua pandangan ini sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang 
mendasar. Kedua pandangan itu sama-sama menunjukan bahwa untuk 
menyebabkan adanya suatu tindak pidana semua itu harus ada perbuatan atau 
tindak pidananya dan harus ada pertanggung jawaban pidananya. Dan yang 
membedakan dua pandangan ini adalah bisa dilihat didalam pandangan 
monistis keseluruhan syarat untuk adanya pidana dianggap melekat pada 
perbuatan pidana oleh karena dalam pengertian tindak pidana tercakup baik.  
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Pengertian dari pertanggungjawaban pidana yang mana didalam bahasa 
inggris mempunyai arti criminal liability. Pertanggungjawaban sendiri 
sesungguhnya tidak hanya menyangkut semata-mata tentang dan persoalan 
hukum saja, melainkan menyangkut juga tentang nilai-nilai moral atau 
kesusilaan umum yang semuanya di taati dan dianut oleh suatu masyarakat 
atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. hal ini dilakukan agar 
pertanggungjawaban itu dapat dicapai dan dapat memenuhi keadilan.2 Selain 
 
2 Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali 




itu penulis juga mengutip pengertian dari ahli hukum Roeslan Saleh yang 
mana menurutnya pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai 
diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara 
subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.3 
Pengertian dari pertanggungjawaban itu sendiri adalah sebuah 
pertanggungjawaban oleh individu atas sebuah tindak pidana yang telah atau 
pernah dilakukannya. Asal muasal kenapa bisa terjadi dan kenapa bisa ada 
sebuah pertanggungjawaban pidana itu sendiri karena terjadinya sebuah 
kejadian tindak pidana yang telah dilakukan individu atau seseorang. Sebagai 
mana kita tahu bahwa suatu pertanggungjawaban pidana itu sendiri merupakan 
suatu hal yang dibuat oleh hukum pidana untuk memberi bereaksi terhadap 
pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.4 
Menurut Roesman Saleh, beliau menyatakan bahwa “pertanggungjawaban 
pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada 
perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana 
karena perbuatannya itu”5 arti dari celaan objektif itu sendiri adalah perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang dan yang dilakukannya tersebut memang 
merupakan suatu perbuatan yang dilarang.   
Dapat di kategorikan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, baik 
melawan hukum materiil ataupun melawan hukum formil. Dan maksud dari 
celaan hukum subjektif itu merujuk atau menunjuk ke seseorang yang telah 
melakukan perbuatan yang dilarang tadi, meskipun perbuatan yang dilarang 
 
3Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, 
Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33 
4 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70. 
5 Roeslan Saleh, dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban 




tersebut telah dilakukannya, namun apabila jika orang tersebut tidak dapat 
dicela karena pada dirinya sendiri tidak terdapat kesalahan maka 
pertanggungjawaban tersebut tidak mungkin ada.  
Penulis melihat dan membaca menurut pandangan Seodarto, yang mana 
pandagan ini mengkhususkan tentang celaan subjektif dan celaan objektif. 
Kemudian Sudarto juga mengatakan bahwa:  
“dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum 
(celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik 
dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum 
memenuhi syarat penjatuhan pidana”.  
 
Jadi dapat dilihat untuk menjatuhkan seseorang dapat dipidana atau 
dapatkan dia di berikan pemidanaan itu masih sangat harus dilihat lag syarat-
syaratnya apakah orang yang melakukan kesalahan atau yang telah melakukan 
tindak pidana itu mempunyai unsur subjektifnya yaitunya adanya kesalahan 
dan dia memang bersalah maka seseorang tersebut harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi hukuman pidana 
atas perbuatan yang telah di perbuatnya. perbuatannya baru dapat 
dipertanggungjawabankan kepada orang tersebut. 6 Batasan tentang 
pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP baru di formulasikan dalam 
pasal 34 yang menyatakan sebagai berikut: 
“Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif 
yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang 
memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”  
 
Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yan melanggar, 
dinamaan leer van het materiele feit (fait materielle). Jika melihat kembali ke 
 
6 Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana 




dalam buku-buku belanda, sebenarnya disana tidak pernah mengadakan 
pemisah antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan 
perbuatan tersebut (strafbaar heid van het feit/strafbaarheid van de person). 
Didalam istilah strafbaar feit hubungan antara perbuaran pidana dan 
kesalahannya dinyatakan dengan hubungan sifar melawan hukumnya 
perbuatan (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld). Dapat dikatakan 
bahwa apabila kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya sifat melawan 
hukum.  
Akan tetapi dapat dilihat sebaliknya bahwa sifat melawan hukum itu 
mungkin saja terjadi tanpa adanya kesalahan.7 Disini penulis juga berpendapat 
bahwa seseorang yang tidak mungkin dipertanggungkawankan atau (dijatuhi 
pidana) jika individu itu tidak melakukan sebuah tindak pidana. Tetapi 
meskipun ia melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu seseorang itu 
dapat dijatuhi dipidana.  
Didalam sebuah pertanggungjawaban pidana makna pertanggungjawaban 
itu di bebankan langsung ke pelaku yang melakukan pelanggaran tindak 
pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. 
Seseorang dapat dikatakan dan di ketahui memiliki sifat pertanggungjawaban 
pidana apabila seseorang itu melakukan sesuatu hal atau perbuatan yang 
dilakukannya itu menimbulkan tindak pidana atau secara langsung 
perbuatannya itu bersifat melawan hukum. namun seseorang dapat hilang sifat 
bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang 
menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.  
 




Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas 
legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, 
hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana 
bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. 
Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme 
yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang 
telah disepakati. 8 
Didalam pengertian ini yang menjadi unsur utama untuk menentuka n suatu 
pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan. Pengertian tindak 
pidana itu sendiri tidak dimasukan unsur kesalahan kedalam yang dapat 
mengadakannya pertanggungjawaban pidana. Dan perbuatan yang di jelaskan 
itu hanya merujuk jika perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ini hanya 
perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang memang dilarang 
didalam hukum. Dan untuk menentukannya jika memang seorang ini 
melakukan kesalahan atau sebuah tindak pidana itu ditentukan hanya dengan 
melihat apakah si pelaku ini mempunyai unsur kesalahan atau tidak.  
Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam comman law system 
dihubungkan dengan mens rea dalam pemidanaan atau hukuman. Dan yang 
kita harus ketahui bahwa pertanggungjawaban pidana itu mempunyai 
keterkaitan dengan masyarakat. contohnya saja seperti masyarakat itu sebagai 
fungsi, dan fungsi yang dimaksud sendiri adalah pengertian dari 
pertanggungjawaban itu sendiri adalah dijatuhkannya pidana kepada seseorang 
yang melakukan kesalahan atau telah melakukan perbuatan yang melawan 
 
8 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung 





hukum. Dan disini adanya masyarakat untuk melihat bahwa 
pertanggungjawaban pidana itu sebagai sosisal control yang mana masyarakat 
itu tahu dan dapat melihat jika dia melakukan perbuatan ini dan pasti setiap 
perbuatan yang dilarang hukum itu mempunyai konseksuensi sanksi untuk si 
pelakunya maka masyarakat dapat melihat dan dapat memikir ulang untuk 
melakukan perbuatan yang memang sudah jelas dilarang oleh hukum.  
Pertanggungjawaban pidana dalam system common law itu berkaitan 
dengan mens rea dapat diketahui pertanggungjawaban pidana menurut system 
ini berlandsakan keadaan mental seseorang. Yang mana dilandasi dari suatu 
pikiran yang salah atau bermaksud kesalahan subjektif. Seorang itu di 
nyatakan bersalah karena dari diri nya sendiri berfikir bahwa dia telah 
melakukan kesalahan atau perbuatan tindak pidana. Maka dari itu seorang 
yang seperti itu dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dan memang 
harus bertanggungjawab.  
Kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan sadar 
oleh seseorang itu apsti akan mendapatkan suatu pertanggungjawaban pidana. 
Dan sudah jelas bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya di berikan 
kepada seorang yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Dan jika dilihat 
dia si pelaku ini tidak ada Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan 
kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Dan perlu diketahui 
juga bahwa apabila seseorang tidak mempunyai pikiran bersalah atau no guilty 
mind berarti seorang pelaku ini tidak akan bisa di berikan pertanggungjawaban 
pidana dan tidak bisa di jatuhi hukuman. Kesalahan sebagai bagian mens rea 
juga dapat diartikan bahwa perbuatan kesalahan itu dikarenakan melanggar 




Undang-Undang dan seorang pelaku tersebut wajib untuk diberikan 
pertanggungjawaban pidana dan dapat di jatuhi hukuman. Kesalahan sebagai 
unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan 
bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang 
terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan 
terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan 
sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum 
pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.  
Di dalam KUHP sendiri tidak disebutkan dengan jelas tentang system dari 
pertanggungjawaban pidana ini. Dan ada pasal-pasal didalam KUHP juga 
yang selalu menyebutkan kesalahan yang mana baik dilihat dengan 
kesengajaan atau kealpaan, akan tetapi dapat disayangkan bahwa pengertian 
mengenai kealpaan atau kesalahan kesengajaan tidak dijelaskan secara 
terperinci oleh Undang-Undang.  
Walaupun tidak ada penjelasan lebih terinci dan jelas mengenai kesalahan 
kesengajaan atau kealpaan ini, kita dapat melihat dari pendapat para ahli-ahli 
hukum terkait pasa yang ada didalam KUHP dan dapat dikatakan bahwa pasal-
pasal itu mengandung unsur kesalahan kesengajaan ataupun kealpaan yang 
mana jika ingin mnegetahuinya lebih lanjut harus di buktikan dengan 
pengadilan. Sehingga untuk menjatuhkan pidana kepada sipelaku yang telah 
melakukan perbuatan tindak pidana selain telah terbukti melakukan tindak 
pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan 
juga harus dibuktikan.9 
 
 





2.  Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan didalam hukum Indonesia ini adalah suatu cara atau proses 
untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada seseorang yang telah dengan 
sengaja melakukan tindakan pidana atau pelanggaran. Bahasa dari kata 
pemidanaan sendiri adalah bahasa atau kata lain dari sebuah penghukuman. 
Menurut Prof. Seodarto penghukuman berasal dari kata hukum, yang mana 
arti tersebut dapat diartikan sebagai menetapkan hukum.10  
Pemidanaan sendiri adalah suatu tindakan untuk seorang yang melakukan 
tindak pidana. Dimana seseorang tersebut melakukan kejahatan dan 
pemidanaan tersebut ditunjukan agar pelaku seseorang yang melakukan 
kejahatan itu tidak melakukan kejahatan lagi dan memberikan efek jera bagi 
pelakunya.  
a. Teori-Teori Pemidanaan 
Didalam teori ini, terdapat tiga golongan utama untuk pembenaran 
dalam penjatuhan hukuman pidana,  diantarannya adalah: Teori Absolute 
atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan 
Teori Gabungan11 : 
1) Teori Absolute atau Mutlak (Vergeldings Theorien) 
Dasar dari teori ini adalah pembalasan yang mana menurut dari teori 
absolut jika ada suatu kejahatan maka kejahatan yang dilakukannya itu 
juga meliputi suatu tindak pidana. Teori pembalasan juga adalah dasar 
hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu 
 
10 Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. 
Bandung. Hal.01 
11 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 




menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan 
pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.12 
Seseorang itu dapat di jatuhi pidana bukan karena tidak melakukan 
kesalahan atau suatu perbuatan yang dilarang, mereka orang-orang yang di 
pidana itu adalah orang yang dengan sadar telah melakukan kesalahan 
yang mana kesalahan tersebut pasti merugikan orang lain. Dari sudut 
pandang atau dari teori pembalasan ini mereka yang dipidana akan 
mendapatkan hukuman yang sama dengan korban atau seseorang yang 
telah dirugikan itu.  
2) Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien) 
Teori ini berpandangan bahwa jika ada terjadi sebuah kejahatan, tapi 
kejahatan itu tidak harus selalu di ikuti dengan pidana, kebalikan dari teori 
pembalasan tadi. Didalam teori ini tidak cukup hanya melihat dari 
kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, akan tetapi juga harus dilihat 
apakah seseorang ini perlu untuk di jatuhi pidana, dan lagi apakah ada 
manfaat untuk si pelaku ini ketika dia di jatuhi hukuman pidana. Hal ini 
bertujuan agar ketika sipelaku ini sudah keluar dari hukuman atau telah di 
bebaskan maka dia akan sadar dan kejahatan yang pernah dilakukannya itu 
tidak akan pernah di ulanginya lagi atau memberikan efek jera kepadanya. 
3) Teori Gabungan (Verenigings Theorien)  
Selain ada teori absolut atau teori pembalasan dan teori relative, ada 
juga teori gabungan yang mana didalam teori gabungan ini adalah 
gabungan dari teori absolut dan relative tapi didalam teori ini lebih 
 






mnegedepankan teori pembalasan. Teori gabungan ini dapat kita bedakan 
menjadi 2 bagian yang mana yang pertama itu adalah teori gabungan ini 
mengutamakan pembalasan tetapi didalam penjatuhan pidananya tidak 
boleh lebih berat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dan yang kedua 
adalah teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih 
berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.13 
C. Pengertian Kelainan atau Penyimpangan Seksual 
Pertama-tama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu 
pengertian dari seksual, seksual sendiri adalah sesuatu yang berkaitan dengan 
alat kelamin atau hal yang berhubungan dengan perkara hubungan intim 
antara pria dan wanita. Seseorang itu mempunyai masing-masing perbedaan 
karakter seksual dan jenisnya, seperti yang penulis ambil ini adalah pendapat 
dari Hurlock, beliau adalah seseorang ahli psikologi perkembangan yang 
mengemukakan bahwa ada beberapa hal-hal sekunder yang penting di 
perkembangan tanda-tanda kelamin pria dan wanita.  
Menurut Hurlock, pada pria ketika ia memasuki masa pubertas maka 
aka nada perubahan yang terjadi di dalam dirinya dan tubuhnya, contohnya 
seperti tumbuhnya rambut kemaluan, kulitnya menjadi lebih kasar, tangannya 
sudah membentuk otot besar dan kuat, suaranya menjadi lebih besar, dan yang 
lain-lain. Kemudian untuk wanita ketika dia sudah memasuki masa 
pubertasnya akan terjadi juga perubahan pada dirinya dan badannya contohnya 
seperti, pinggulnya menjadi lebih besar, payudara yang mulai tumbuh 
 
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – 





membesar, sudah mulai datang bulan atau haid, lalu tumbuh bulu di kemaluan, 
dan lain-lain.14 
Kita sebagai seorang manusia pun tidak memungkiri bahwa kita ini 
memiliki kebutuhan seksual yang di penuhi. Untuk sebagain orang yang 
belum menikah dan sangat ingin untuk hasrat seksualnya terpenuhi dia akan 
menempuh cara apa saja agar hasratnya tersebut dapat di salurkan. Maka 
dengan kejadian ini tidak sedikit orang yang mengalami penyimpangan 
seksual diakrenakan dia salah dalam melakukan dan menyalurkan hasratnya 
sehingga membuat dirinya melakukan hal tersebut dengan cara yang tidak 
wajar.  
Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh gangguang-gangguan 
psikoseksual yang disebut Paraphilia. Paraphilia sendiri adalah satu gangguan 
psikoseksual yang mana seseorang tersebut lebih memilih kegiatan seksual 
yang tidak lazim.15 Kelainan atau penyimpangan seksual merupakan perilaku 
yang menyebabkan sang pelaku mendapatkan suatu kepuasan dan kenikmatan 
seksual tersendiri dengan cara yang menyimpang atau tidak sewajarnya. 
Kejadian ini biasanya terjadi karena ada trauma pada masa kecil, factor 
lingkungan dan factor genetik yang kemudian menyerang sisi psikologi dan 
kejiwaan dari pelaku tersebut.  
Sebagian besar orang yang mengidap atau mengalami kelainan seksual 
atau yang biasa di sebut dengan penyimpangan seksual ini tidak akan pernah 
mau mengakui bahwa mereka menderita penyakit tersebut. Karena secara jelas 
hal tersebut sudah melanggar norma-norma yang ada seperti norma social, 
norma moral dan norma agama. Karena jika dia secara terang-terangan 
 
14 Elisabeth b. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Erlangga: Jakarta, 1997) Hal 210-211 




mengakui bahwa dia menderita penyimpangan seksual maka mereka akan di 
tolak oleh masyarakat dan tidak mungkin tidak akan terjadi perilaku 
diskriminasi dari lingkungan tempat tinggalnya. Apalagi di Indonesia ini isu-
isu terkait masalah seksual itu akan sangat-sangat sensitive baik secara moral 
ataupun norma, dan dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap nama baik 
seseorang.16  
D. Pengertian Pedofilia 
Pedofil sendiri dapat di artikan sebagai orang yang mengidap 
gangguan mental atau jiwa, lalu bisa juga disebut sebagai orang yang 
mengalami gangguan seksualitas. Individu dengan pedofilia cenderung lebih 
senang kepada anak yang umurnya jauh di bawahnya. Dalam banyak kasus, 
korban dari pedofilia merupakan anak-anak sekolah dasar. Pedofil juga dapat 
di artikan sebagai  
“aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah 
usia 13. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima 
tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik 
pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas 
pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang 
tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan 
prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-
anak.”  
 
Di dalam pengertiannya, tidak semua pelaku pedofilia itu disebut 
sebagai penyakit gangguan jiwa atau gangguan mental. Ada juga yang 
menyebutkan bahwa pelaku pedofilia itu adalah mereka yang mempunyai 
disorientasi seksual atau gangguan seksualitas yang mana mereka itu merasa 
tidak cocok dengan orang yang seumuran atau lebih dewasa daripada mereka 
dan lebih memilih anak yang masih di bawah umur.  
 






Pedofil sendiri tidak diatur di dalam KUHP, akan tetapi ia dikatakan 
perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan seorang anak 
dibawah umur. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul itu sebagai 
perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan 
semuanya dalam lingkungan nafsu birah  kelamin. Misalnya cium-ciuman, 
meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. 
Dasar hukum untuk pelaku pedofilia ini Sebelum UU perlindungan 
anak dijadikan sebagai dasar hukum untuk pelaku pedofil. Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), perbuatan 
pelecehan terhadap anak di bawah umur itu diatur didalam pasal 290 
KUHPidana yang berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun: 
a) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, 
padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak 
berdaya; 
b) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya 
tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk 
dikawin; 
c) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima 
belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 
bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 
 
Sedangkan, ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan 
cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan 





“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun.” 
 
Dan seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan seksual terhadap anak di 
bawah umur yang semakin marak karena kurangnya perhatian dari 
pemerintah untuk memberantas pelaku-pelaku pedofilia. Terkadang pelaku 
pedofilia itu tidak selalu berasal dari warga negara kita sendiri bahkan warga 
negara asing pun sering terlibat tindak pidana seksual terhdapa anak dibawah 
umur ini. Luka yang dirasakan oleh korban tindak pidana pedofil itu tidak 
hanya menyebabkan luka di fisiknya, akan tetapi juga di batinnya atau 
bahasa ilmiahnya membuat luka di psikisnya. Tidak jarang korban-korban 
pedofil yang mayoritasnya anak di bawah umur merasa takut dan di kucilkan 
oleh orang di sekitarnya.  
Dan hal-hal psikologi ini juga yang dapat menyebabkan bahwa korban 
pedofilia kemungkinan besar ketika dia sudah dewasa dia bisa melakukan 
perbuatan yang sama atau korban tersebut yang menjadi pelakunya.  Oleh 
karena itu, setidaknya korban pelecehan seksual seharusnya mendapatkan 
penanganan pelayanan pengobatan yang layak pada psikis korban seperti 
pemberian terapi oleh psikolog karena menurut penulis peran seorang 
psikolog di dalam sini sangat penting  demi membantu memperbaiki kondisi 
mental korban dan mengembalikan korban menjadi seperti sedia kala.  
Ketika seseorang sudah menjadi korban seorang pedofil, ia akan 
mengalami kesulitan untuk sembuh karena hal tersebut telah memberikan 
trauma yang sangat besar dan membuat seseorang menjadi sangat terganggu 
dengan kehidupannya. Di kehidupan selanjutnya, sanksi masyarakat akan 




terkena sanksi sosial. Bahkan sanksi sosial ini bisa berlaku untuk seumur 
hidupnya sampai pelaku meninggal dunia.  
Perlu di ketahui bahwa pedofilia juga dapat di klasidikasikan menjadi 
beberapa bagian. Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. 
Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah 
berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual 
anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia 
heteroseksual (heterosexual pedhopile), sedangkan pedofilia yang tertarik 
terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia 
homoseksual (homosexual pedhopile). pelaku pelecehan seksual dapat dibagi 
menjadi 3 tipe yaitu: 
1) Pedofilia Tipe I 
Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena 
kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat 
terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak 
2) Pedofilia Tipe II 
Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak 
mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang 
seksual oleh anak-anak. 
3) Pedofilia Tipe III 
Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat 
terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara 
seksual oleh anak-anak. 
 
E. Kekerasan Seksual  
1. Pengertian Kekerasan Seksual  
Pengertian kekerasan Menurut KBBI adalah perbuatan yang dapat 
menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan 
fisik atau barang orang lain.17  
 
17 Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, 




Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku 
yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya 
berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan 
kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian 
pada seseorang.18  
Penulis mengutip pengertian kekerasan menurut Yesmil Anwar dan ia 
pun menyebutkan bahwa : 
“kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan 
kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, 
sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau 
trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan 
perampasan hak.”19  
 
Kekerasan seksual juga dapat diartikan dalam bahasa inggris sebagai 
sexual hardness yaitu kekerasan dan seksual, yang mana ada perasaan tidak 
menyenangkan dan perasaan tidak bebas. Kemudian ada kata sexual yang 
mana dari pengertian itu dapat dipungkiri lagi bahwa kata-kata seksualitas 
atau berbau-bau sex. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan 
laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan 
seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, 
dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum 
seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu: 
A. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan 
keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi 
secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis. 
B. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial 
dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada 
akhirnya membentuk perilaku seksual. 
 
18 Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992, 
hlm. 55. 
19 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, 





C. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan 
fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, 
serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu 
sendiri.  
D. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa 
perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. 
Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat 
seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik 
atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya 
hubungan personal antara pelaku dengan korban.20 
 
Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindak 
pidana atau sebuah perbuatan yang tidak hanya dengan tindakan fisik 
tapi juga dapat berupa non fisik yang mana perbuatannya itu dilakukan 
dengan alasan agar dapat membuat seseorang lain lagi melakukan 
hubungan seksualitas dengannya. Ada dua unsur didalam kekerasan 
seksual ini, unsur yang pertama adalah adanya unsur pemaksaan yang 
mana didalam unsur ini terjadinya suatu pemaksaan yang dilakukan 
oleh si pelaku dan tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan dari 
pihak lain atau pihak korbannya. Yang kedua adanya unsur korban, 
yang mana didalam unsur ini si korban tidak dapat memberikan 
persetujuannya contohnya saja seperti kekerasan seksual pada anak.21 
 Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah 
  
“setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, 
dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, 
dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan 
kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu 
memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan 
relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat 
 
20Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 
2003, hlm. 36  
21Siti Amira Hanifah, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik 




penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian 
secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”22 
 
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual 
a. Pelecehan Seksual  
Pengertian dari pelecehan sendiri adalah suatu perbuatan yang mana 
perbuatan itu membuat seseorang merasa di hina atau di remehkan. 
Kemudian didalam bahasa inggris sendiri pengertian dari pelecehan 
seksual itu sendiri adalah sexual harassment yang mana didalam situ 
mengandung arti menggoda, atau mengusik yang mana menimbulkan 
pihak lain merasa terganggu. Sedangkan istilah sexual harassment 
diartikan sebagai unwelcome attention atau suatu perhatian yang tidak 
diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai imposition of unwelcome 
sexual demands or creation of sexually offensive environments atau yang 
diartikan sebagai pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan 
seksual.  
Pola dari beberapa pelaku pelecehan seksual adalah perilaku yang 
membawa-bawa seksualitas, yang mana perbuatan ini sangat tidak di 
ingkinkan oleh orang lain yang menjadi korbannya. Yang mana dari 
perbuatan ini membuat korban merasa tidak nyaman ketika berada di 
lingkungan luar dan muncul perasaan terganggu dengan perilaku yang di 
buat oleh pelaku ini. Perlu di garis bawahi seseorang yang melakukan 
perbuatan pelecehan seksual itu tidak harus perbuatan yang membawa-
bawa fisik atau berkaitan dengan fisik saja. Seseorang bisa saja melakukan 
pelecehan seksual dengan cara memanggil seseorang tersebut dengan 
 





panggilan-panggilan aneh, kemudian menggodanya dengan bersiul, atau 
biasa di sebut cat calling yang mana hal ini mengakibatkan perasaan tidak 
nyaman dan korban merasa sangat terganggu dan merasa sangat terhina. 
Kemudian ada juga perbuatan-perbuatan yang memang mungkin dianggap 
sebagai lelucon tapi lelucon itu mengarah kepada hal-hal yang berbau 
seksualitas. Yang mana contohnya seperti melakukan lelucon atau 
bercanda-canda untuk melakukan hubunga seksual dengan lawan jenisnya, 
kemudian ucapan-ucapan yang berkonotasi atau berbau seksualitas, dan 
adalagi pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. dimana 
perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara 
langsung maupun tidak langsung (implicitly).23  
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa:  
“pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik 
kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat 
seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan 
seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau 
dipermalukan.”24  
 
Dapat digolongkan bagaimana pelecehan-pelecehan seksual yang fisik 
maupun non fisik. Yang pertama pelecehan seksual yang menyakut fisik 
atau badan seseorang itu seperti menyentuh korban, mengusap dengan 
sengaja, membelai, mencium, atau mendekapnya. Kemudian untuk 
pelecehan seksual non fisik itu contohnya seperti seseorang menyiul 
seorang wanita yang sedang lewat didepannya, memanggil-manggilnya 
 
23N.K. Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, Fakultas Psikologi 
Universitas Surabaya dan Savy Amira Women’s Crisis Center, hlm. 1, terdapat dalam 
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf, diakses 
tanggal 13 Desember 2020 




dengan panggilan aneh, kemudian menggoda-menggodanya dengan 
kedipan kemudian ada ajakan untuk melakukan hubungan seksual, ada 
juga menunjukan hal-hal yang berbau pornograpi, dan yang terakhir 
adalah menunjukkan atau mempertontonkan alat kelaminnya. Unsur-unsur 
pelecehan seksual yaitu:25 
a)  Tindakan-tindakan fisik atau non fisik; 
b)  Berkaitan dengan seksualitas seseorang; 
c) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, 
terendahkan atau dipermalukan.  
 
1) Pemerkosaan  
Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak 
seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk 
melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, 
secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi 
atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai 
proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. 26  Kata 
perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, 
merampas, atau membawa pergi. 27  Tindak pidana perkosaan sebagaimana 
diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut :  
“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”28 
 
 
25 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96 
26 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Gitamedia Press, t.t), hlm. 453 
27 Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, 
(Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97. 





Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang 
bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan 
penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan 
ancaman dan kekeraasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.  
2) Eksploitasi Seksual  
Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdanganan Orang yang disebutkan didalam 
Pasal 1 ayat (7) yaitu:  
“tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 
praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, 
seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga 
atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 
baik materiil maupun immateriil.”29  
 
Eksploitasi seksual mempunyai tujuan untuk memanfaatkan fisik orang 
lain atau organ tubuh orang lain untuk menjadikannya korban dan si pelaku ini 
akan mendapatkan keuntungan. Pengertian eksploitasi seksual itu sendiri 
sudah di atur didalam pasal 13 RUU PKS yang mana didalamnya telah 
disebutkan bahwa:  
“kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman 
kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau 
martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan 
hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang 
memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan 




29 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni 
AHMPTHM, Jakarta, 1982, hlm. 207. 




Pengertian dari hubungan seksual itu tidak hanya selalu 
menghubungkan jika seseorang melakukan hubungan kelamin atau penetrasi 
antara penis ke vagina saja. Pelecehan seksual adalah contoh kejahatan yang 
masuk kedalam kejahatan kesusilaan, yaitu kejahatan kesusilaan yang 
berhubungan dengan masalah seksual, yang diatur dalam Buku III KUHP 
mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan 
dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi 
terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan 
pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, 
kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 
15 tahun.31 
Adalagi beberapa kejahatan yang menyangkut perempuan, yang mana 
perempuan ini dinikahi pada saat umurnya memang belum pantas atau 
belum tepat untuk di nikahi. Yang mana akibat dari pernikahan ini 
menimbulkan luka fisik dan luka psikisnya. Lalu ada juga perbuatan cabul 
atau pemerkosaan terhadap anak yang masih dibawah umur. Yang mana 
anak tersebut belum genap berumur 15 tahun. Yang mana modus pelaku 
kejahatan pemerkosaan itu adalah untuk mengambil kehormatan dari si 
korban.  
Lalu ada perbuatan yang mana si pelaku ini menyetubuhi seorang 
perempuan di luar perkawinan dan diketahuinya bahwa si perempuan atau 
si korban ini didalam keadaan pingsan dan umurnya belum genap 15 tahun.  
 
 




Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah 
keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang 
terjadi sebelum anak mencapai batasan umur Kekerasan seksual pada anak 
baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan 
seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai 
secara fisik dan psikologis. Selain itu perbuatan tersebut akan membuat 
luka yang tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. 
 Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk 
sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest. Maka dari itu disebutkan 
oleh Erlinda dari Sekretaris Jendral Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
kasus kekerasan seksual atau penganiayaan terhadap anak itu adalah ibarat 
fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang 
melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban 
tetapi tidak melapor. 32  Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak 
sekali korban dan pelaku tindak pidana asusila ini. Akan tetapi tidak 
terdeteksi oleh aparat penegak hukum atau kepolisian karena tidak banyak 
yang melapor dan dilator belakangi banyak hal, contohnya seperti di ancam 
jika korban melapor kepada pihak yang berwajib, korban akan disiksa dan 
di aniaya lebih sadis dan kejam lagi. Kemudian juga dengan kurang 
tanggapnya pihak-pihak tertentu dalam menangani kasus seperti ini, seperti 
di sepelekan dan di anggap remeh. Dan hal itu yang membuat korban atau 








E. Pengertian Anak  
Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara 
hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah 
amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.33  
Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur 
muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk 
keadaan sekitarnya”.34 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara 
sungguh-sungguh. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, 
dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.35 
Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, 
ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang 
paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka 
sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-
haknya. 36  Tidak dapat di pungkiri bahwa anak-anak adalah objek yang 
sering dibuat untuk menjadi korban kekerasan, entah itu kekerasan seksual, 
kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena anak itu selalu di 
 
33 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. 
34 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) 
, hal. 113 
35 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8 





gambarkan menjadi sosok yang lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa 
jika terjadi kekerasan didalam dirinya. Dan mereka itu dianggap selalu 
bergantungan dengan orang-orang dewasa di sekitarnya baik itu kedua 
orang tuanya, kerabatnya, kakak, ataupun saudara-saudaranya.  
Dan hal seperti ini yang kemudian membuat korban anak itu menjadi 
tidak berani untuk membicarakan atau berbicara jujur tentang hal apa yang 
telah di alaminya seperti ketika dia mendapatkan perilaku kekerasan 
seksual. Anak akan cenderung tidak berani bicara kepada orang tuanya 
dikarenakan ia telah di ancam oleh pelaku. Dan hal-hal kejadian seperti ini 
biasanya adalah saudara dekatnya lah yang menjadi pelakunya  
Dan harus di ketahui bahwa, siapapun dapat menjadi korban ataupun 
dapat menjadi pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak. Kemampuan 
pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan 
kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus 
kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan 
tak sedikit yang berdampak fatal. Kita semua tahu bahwa seharusnya anak itu 
kita jaga dengan sepenuh hati dan kita lihat tumbuh perkembangannya. 
Kebanyakan orang tua hanya ingin anaknya menjadi orang hebat tanpa mau 
ikut andil di dalam tumbuh kembangnya.  
Dan kebanyakan mereka selalu menyewa baby sitter atau yang disebut 
sebagai penjaga anak untuk merawat anaknya atau juga asisten rumah tangga. 
Karena mereka semua tidak mau repot untuk mengurus anaknya dan 
kebanyakan setelah dewasa anak itu di tuntut untuk mengikuti seluruh 




pembangkang dan tidak mau berbalas budi degan seluruh biaya yang telah di 
keluarkan orang tuanya untuk membiayai kehidupan mereka semasa kecil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
